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Analiss Mengena Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan suatu studi kelayakan dari aspek
lingkungan, dalam prakteknya disusun setelah suatu kegiatan berjalan, sehinggatidak sesuai dengan maksud
dari penetapan kebijakan tentang AMDAL tersebut. George C. Edward I11 mengemukakan faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan prosedur operasi
standar.

Penelitian terhadap pel aksanaan kebijakan tentang AMDAL ini dilakukan dengan metode deskriptif
kualitatif, yang memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL (PP No. 51 Tahun 1993) di
Komist AMDAL Daerah DKI Jakarta dan pembahasan atas pel aksanaan kebijakan tersebut secara kualitatif
dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di atas.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa komunikasi tentang isi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik
melalui kegiatan periodik berupa penyegaran kepada parainstansi terkait dan konsultasi regional
pelaksanaan AMDAL se-Jawa yang dikoorfinir oleh Pemerintah Pusat. Dari faktor sumber daya diperoleh
bahwa sumber daya manusia pelaksana kebijakan ini tidak mencukupi baik dari mutu maupun jumlahnya.
Sebagian besar anggota Komisi yang aktif secaraformal belum memiliki dasar-dasar tentang AMDAL, dan
minimnya jumlah tenaga pelaksana di apangan dalam melakukan pengawasan. Sedangkan dari sumber daya
kewenangan diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi maupun oleh Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah tidak memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik.
Kewenangan tersebut berada pada instansi pembina dan pemberi izin.

Dari faktor disposisi/sikap aparat diketahui bahwa sikap aparat yang bertugas padainstansi pembina dan
pemberi izin kurang mendukung dengan tidak mewajibkan penyusunan AMDAL sebagal salah satu syarat
perizinan. Dari faktor prosedur operasi standar, telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 84 Tahun 1997
yang mewagjibkan penyusunan AMDAL sebagai persyaratan perizinan daerah. Instruksi ini juga kurang
membantu pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL selain karena dikeluarkan setelah kebijakan tentang
AMDAL berjalan selama empat tahun, juga karena sikap kurang mendukung dari aparat pelaksana pada
mstansi-instans terkait.
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